
BAB VI

PENUTUP

6.1  Kesimpulan

Terpilihnya kepala desa Manusak yang definitif melalui proses demokrasi

yang berjalan alot. Dari hasil yang dicapai dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. TahapPersiapan :

Padatahapiniterjadibeberapakendalaatauhambatanberupaadanyaketidaksepaham

andari masyarakat

mengenaipemilihankepaladesadanjugaadanyaketerlambatanpengalokasiandanad

ariPemdaKabupatenKupang( Dinas PMD)

sehinggamemperlambatjalanyakegiatanpemilihankepaldesa.

2. TahapPencalonan :

Padaproses pemilihan kepala desa, mulai dari Pengumuman dan Pendaftaran

Bakal Calon, Penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan

administrasibakal calon, Penetapan NamaCalonKepalaDesa dan sampai pada

Kampanye Calon Kepala Desa, panitia pemilihan kepala desa tidak menemukan

hambatan/kendala. Semua berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur dan

petunjuk pelaksana pemilihan kepala desa dalam hal pencalonan,

namunadabeberapamasyarakat yang merasadalam proses kampanye,

adakandidattertentu yang

berusahamenariksimpatisanmasyarakatdenganmemberikanpupukdanbibituntukla

hanpertanian.



3. TahapPemungutanSuara :

Dalam prosespemungutansuaraini, pihak Kecamatanjuga ikut terlibat dalam

menfasilitasi panitia, dalam hal ini logistik pemungutan suara. Jumlah surat

suara dari Kecamatan sebanyak 2.447 lembar kertas suara yang mana 4 kertas

suara merupakan kertas suara cadangan, dan dari 2.443 total pemilih tetap, yang

memberikan hak pilih sebanyak 1.446, sedangkanjumlahsuratsuara yang

tidaksahsebanyak 701 suara,

panitiaberanggapanbahwatingginyajumlahsuratsuara yang

tidaksahinidisebabkanolehsikapapatisdarimasyarakatsertakurangnyapartisipasida

rimasyarakatuntukmengikuti proses sosialisasisecarabaik.

4. TahapPenetapan :

Panitia Pilkades di Desa Manusak menetapkan Bapak Arthur Ximenes S.H

sebagai kepala desa terpilih dengan 633 suara.  Dalam tahapan penetapan kepala

desa terpilih ini, dimulai dari Laporan Panitia Pemilihan mengenai Calon Kepala

Desa terpilih kepada BPD, Laporan BPD kepada Bupati mengenai Calon Kepala

Desa terpilih, dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih dapat dilaksanakan

dan semuanya berjalan dengan baik tanpa ada hambatan atau kendala, proses

penetapankepaladesaDesaManusakjugadihadiriolehtokohagama, tokoh

masyarakat, anggota BPD Desa Manusak, Babimkantikmas, Babinsa, Camat

Kupang Timur, dan Pemerintah Kabupaten Kupang dalam hal ini Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

6.2  Saran



Berdasarkan kesimpulan diatas berkaitan dengan proses demokrasi desa

dalam pemilihan kepala desa di Desa Manusak Kecamatan Kupang Timur Kabupaten

Kupang. Maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Panitia penyelenggara pemilihan kepala desa harus

lebihaktiflagidalammemberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata

cara penggunaan hak politik masyarakat desa Manusak untuk periode yang

akan datang, dan

2. Pada periode berikutnya alangkah baiknya pemilih maupun yang dipilih

jangan menggunakan cara – cara yang tidak sehat (money politics) karena

akan merusak kearifan budaya desa Manusak itu sendiri,

selainituwargamasyarakatjugadituntut agar

tidakbersikapapatisdanmauberpartisipasisecarapenuhdalam proses

penyelenggaraanpemerintahselanjutnya.
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